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ABSTRAK
Pengelolaan rajungan di Indonesia perlu mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai 
stakeholders, karena merupakan komoditas yang memililki volume dan nilai ekspor ketiga tertinggi di 
Indonesia. Di Kabupaten Demak, rajungan merupakan komoditas tangkapan tertinggi untuk membantu 
mencukupi kebutuhan pangan dan meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir. Namun, praktek 
penangkapan yang tidak ramah lingkungan dan tidak terkendali menyebabkan penurunan stok rajungan. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik sosial ekonomi, persepsi, dan sikap nelayan 
rajungan terhadap pengelolaan rajungan berkelanjutan. Data dikumpulkan dengan cara wawancara 
dengan bantuan kuesioner terstruktur kepada responden nelayan di Desa Betahwalang, Purworejo, dan 
Serangan, Kabupaten Demak. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa nelayan setuju terhadap kebijakan pengelolaan rajungan eksisting, teknik 
penangkapan rajungan, dan pola pemasaran rajungan, namun tidak setuju dengan kondisi sumber daya 
rajungan saat ini, pencatatan data rajungan, dan usulan kebijakan pengelolaan rajungan yang ditawarkan. 
Pada umumnya nelayan mengetahui aturan penangkapan rajungan yang ramah lingkungan, namun 
karena kebutuhan ekonomi yang tinggi, maka penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan 
yaitu jaring arad masih banyak terjadi dan kualitas ikan hasil tangkapan relatif rendah. Musim pemijahan 
rajungan juga sudah diketahui oleh nelayan, namun pada musim pemijahan nelayan tetap menangkap 
rajungan. Untuk mengelola rajungan secara berkelanjutan diperlukan kebijakan pengelolaan berbasis 
masyarakat melalui kegiatan sosialisasi status kondisi rajungan yang tertangkap, pelatihan diversifikasi 
alat tangkap, dan pendampingan kepada nelayan terkait kesadaran penangkapan rajungan yang lestari. 
Selain itu, diperlukan pengawasan terhadap penggunaan alat penangkapan ikan, ukuran rajungan yang 
tertangkap, kontrol terhadap musim dan daerah penangkapan, dan pengembangan mata pencaharian 
alternatif bagi masyarakat pesisir saat kebijakan diterapkan.
Kata Kunci: persepsi dan sikap nelayan; pengelolaan berkelanjutan; rajungan
ABSTRAK
Stakeholders need to pay a considerable attention to the management of blue swimming crabs in 
Indonesia since it is the third highest Indonesia export commodity both in volume and value. In Demak 
Regency, blue swimming crab is the highest catch commodity to meet the food needs and improve 
the economy of coastal communities. However, the uncontrolled and environmentally hazard catches 
resulted a decline in crab stocks. This study aims to analyze the fishers’ socio-economic characteristic, 
perceptions, and attitude toward sustainable blue swimming crab management. Data were collected 
through structured-questionnaires interviews with the fishers in Betahwalang Village, Purworejo Village, 
and Serangan Village, Demak Regency. The data were analyzed with descriptive method. The results 
showed that the fishers agree with the existing crab management policies, fishing techniques, and 
marketing pattern, however, they disagree with the current condition of blue swimming crab resources, 
data record, and the suggested sustainable crab management policies. The fishers have recognized 
the rules of environmentally friendly catch for blue swimming crabs, however, it is still common to use 
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PENDAHULUAN 
Rajungan (Portunus pelagicus) merupakan 
salah satu komoditas ekspor utama di Indonesia 
yang menjadi sumber penghidupan bagi ribuan 
masyarakat. Negara utama yang menjadi tujuan 
ekspor yaitu Amerika Serikat. Negara tujuan ekspor 
lainnya yaitu Singapura, Jepang, dan Belanda 
(Aminah 2010; De Fretes, Ihsan, & Hasrun, 2019). 
Rajungan memiliki prioritas untuk dikelola karena: 
(1) rajungan memiliki kemampuan pemulihan 
stok yang cepat karena memiliki usia reproduksi 
yang cepat, (2) minat pasar terhadap 
keberlanjutan rajungan (produk ramah lingkungan) 
cukup besar, (3) rantai nilai yang terkonsolidasi 
dan terorganisasi sehingga memungkinkan 
pemberdayaan sektor swasta, serta (4) dapat 
menyerap tenaga kerja sebanyak 90.000 
nelayan dan 185.000 pekerja perempuan dalam 
pemrosesan, pengemasan, dan penjualan. Jumlah 
ini mengalami peningkatan lebih dari 100% pada 
tahun 2016 hanya sebanyak 60.000 nelayan dan 
13.000 pekerja pengupas rajungan (APRI dalam 
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 
70/KEPMEN-KP/2016). Jumlah mini plant yang 
tersebar di Indonesia berdasarkan sensus terakhir 
tahun 2017 sekitar 311 miniplant (Fauzi & Anna, 
2004; APRI, 2018; DJPT, 2020). Miniplant sebagai 
pabrik mini pengolah rajungan sangat berperan 
dalam penyerapan produksi rajungan hasil 
tangkapan nelayan.
Permintaan rajungan masih dipenuhi dari 
hasil tangkapan nelayan di laut yang diperoleh 
menggunakan alat tangkap tradisional. Nugraha 
(2011) menyebutkan bahwa alat yang digunakan 
nelayan untuk menangkap rajungan yaitu 
jaring insang, bubu, dan pukat harimau. Secara 
empiris, Budiarto (2015) menyatakan bahwa 
kecenderungan produksi rajungan nasional pada 
periode tahun 2000-2003 mengalami peningkatan, 
kemudian mengalami penurunan pada periode 
2003-2005, yang selanjutnya diikuti dengan 
peningkatan kembali pada periode 2005-2010. 
Namun demikian, secara keseluruhan dapat 
recognized the spawning season of the crabs, but they still catch in spawning season due to economic 
stress. In order to manage the sustainability of blue swimming crab, there is a need of community-based 
management policy through socialization the condition of the crab resources, training on fishing gear 
diversification, and community assistance for the awareness of sustainable crab fishing. In addition, it is 
necessary to supervise the use of fishing gear, the size of the catches, the season and fishing area, and 
develop the alternative livelihoods for coastal communities once the policy is implemented.
Keywords: fishers’ perception and attitude; sustainable management; blue swimming crab
disimpulkan bahwa pada periode 2000-2013 
terjadi kecenderungan peningkatan produksi 
rata- rata tiap tahunnya sekitar 11,74 %, dan 
tingkat produksi tertinggi terjadi pada tahun 
2013, yaitu sebesar 52.369 ton. Sebaliknya, 
total produksi terendah terjadi pada tahun 2000, 
sebesar 14.053 ton. Produksi rajungan pada 
periode 2006-2017 menunjukkan kenaikan 
yang signifikan dari 26.686 ton menjadi 272.422 
ton, namun pada tahun 2018 mengalami 
penurunan kembali menjadi 165.718 ton (DJPT, 
2006-2016; Pusdatin, 2017-2018). Ada banyak 
faktor yang menyebabkan produksi rajungan. 
diantaranya penggunaan alat tangkap yang 
sudah dilarang oleh pemerintah, seperti pukat 
harimau, selain itu juga jumlah nelayan rajungan 
semakin bertambah (Mubarok, 2020). 
Menurut BPS (2020), volume ekspor 
rajungan sebesar 27.792 ton, dengan nilai 
ekspor USD 472.962.123. Data ekspor tahun 
2019 menunjukkan bahwa kelompok spesies 
kepiting/crab (kepiting dan rajungan) menduduki 
peringkat kelima pada volume ekspor produk 
perikanan tangkap, namun dari sisi nilai menduduki 
peringkat keempat. Data ekspor tahun 2019 
juga menunjukkan bahwa volume ekspor 
kelompok spesies kepiting/crab (kepiting 
dan rajungan) hanya 1/7 dari volume ekspor 
kelompok tuna dan sejenisnya, namun nilai 
ekspornya 1/2 dari nilai ekspor kelompok Tuna 
dan sejenisnya (BPS, 2020; DJPDSPKP, 2020). 
Tingginya nilai kepiting/rajungan, maka perlu 
pengelolaan pemanfaatan agar sumber daya 
yang ada dapat dimanfaatkan dengan maksimal, 
dengan tidak mengesampingkan keberlanjutan 
sumber daya rajungan (Setiyowati, 2016).
Pengelolaan rajungan di Indonesia saat 
ini diatur melalui Keputusan Menteri Kelautan 
dan Perikanan Nomor 70 Tahun 2016 tentang 
Rencana Pengelolaan Perikanan Rajungan di 
Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik 
Indonesia (WPP NRI). Isu pengelolaan rajungan 
di WPPNRI meliputi tiga aspek, yaitu: (1) sumber 
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daya rajungan (degradasi stok sumber daya 
rajungan di alam, penangkapan rajungan bertelur 
dan rajungan di bawah ukuran minimum, degradasi 
habitat penting rajungan, hasil tangkapan 
rajungan yang tidak terlaporkan dan terdata, 
dan belum optimalnya penelitian/kajian ilmiah, 
terutama tentang status stok, sebaran dan siklus 
hidup rajungan secara spasial dan temporal); 
(2) tata kelola (rendahnya tingkat pengetahuan 
dan kesadaran nelayan, pengepul, mini plant, 
dan stakeholder lainnya tentang pentingnya 
kelestarian rajungan bagi keberlanjutan usaha, 
belum optimalnya penegakan hukum terhadap 
pelaksanaan peraturan perundang-undangan 
terkait perikanan rajungan termasuk salah satunya 
belum diimplementasikannya harvest control rule, 
belum optimalnya keterlibatan penangkap rajungan 
dalam pengambilan keputusan pengelolaan 
rajungan); dan; (3) sosial ekonomi (meningkatnya 
tuntutan pasar terhadap produk rajungan 
yang mensyaratkan ukuran minimal yang 
boleh ditangkap dan pelarangan penangkapan 
rajungan bertelur, kurangnya akses/fasilitasi 
pembiayaan kepada nelayan penangkap rajungan, 
dan masih digunakannya alat penangkapan ikan 
yang tidak selektif). Pengelolaan sumber daya 
perikanan dapat efektif apabila didukung oleh 
masyarakat. 
Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan 
dan Perikanan No. 50/KEPMEN-KP/2017, estimasi 
potensi sumber daya rajungan di WPPNRI 
712, khususnya di perairan Kabupaten Demak 
sebesar 23.508 ton per tahun, dengan jumlah 
tangkapan yang diperbolehkan 18.806 ton per 
tahun, dan tingkat pemanfaatan sebesar 0,65, 
yang berarti fully exploited (KKP, 2017). Tingkat 
pemanfaatan potensi perikanan khususnya 
rajungan akan berpengaruh terhadap kelestarian 
stok. Apabila tingkat pemanfaatan melebihi 
potensi yang ada akan membahayakan kelestarian 
stok ikan. Keberadaan informasi mengenai 
potensi Sumber daya rajungan saat ini, sangat 
membantu untuk mengendalikan pemanfaatan 
agar lebih terarah (Nitiratsuwan, 2009). 
Widodo & Suadi (2008) menjelaskan 
bahwa berbagai hasil kajian yang berkembang 
belakangan ini menunjukkan upaya pengelolaan 
semakin sangat dibutuhkan agar sumber daya 
rajungan tetap lestari. Permasalahan yang terjadi 
dalam pemanfaatan rajungan di Kabupaten 
Demak berdasarkan penelitian Abidin, Bambang 
& Wijayanto (2014) dan Badiuzzaman Wijayanto 
& Yulianto (2014) antara lain: (1) degradasi 
habitat dan stok sumber daya rajungan: (2) hasil 
tangkapan rajungan bertelur & ukuran karapas < 
10 cm: (3) hasil tangkapan rajungan tidak terdata 
dan tidak dilaporkan: (4) meningkatnya tuntutan 
pasar terhadap produk rajungan: (5) kurangnya 
akses pembiayaan bagi nelayan rajungan: (6) 
penggunaan alat tangkap yang tidak selektif 
dan merusak (jaring arad): (7) desakan ekonomi 
rumah tangga nelayan; (8) belum optimalnya 
peran pengawasan dan penegakan hukum; (9) 
potensi konflik antara nelayan terkait dengan 
daerah penangkapan dan penggunaan alat 
tangkap.
Kajian tentang persepsi dan sikap 
masyarakat pesisir terhadap pengelolaan 
rajungan berkelanjutan merupakan hal yang 
penting, karena persepsi inilah yang mendasari 
seseorang dalam menentukan sikap dan 
berperilaku (Mussadun, Fahrudin, Kusumastanto, 
& Kamal, 2011; Koko, Susatya & Apriyanto, 
2019). Pengetahuan mengenai karakteristik 
sosial ekonomi sangat diperlukan ketika 
mengkaji persepsi seseorang, karena persepsi 
dapat dipengaruhi oleh berbagai latar belakang 
seseorang seperti pengalaman, kebiasaan, dan 
kemampuan orang tersebut (Anggreany Lubis 
& Sardi, 2013). Danudiredja (1998) menyatakan 
bahwa persepsi juga dapat dipengaruhi oleh 
karakteristik seseorang, seperti umur, pendidikan, 
pengalaman, status sosial-ekonomi, keanggotaan 
pada suatu organisasi, dan perilaku mencari 
informasi. Ivancevich, Konopaske & Matteson, 
(2005), mengemukakan bahwa sikap dan perilaku 
seseorang akan bergantung pada proses persepsi 
yang ada dalam dirinya. Sikap juga memberikan 
kesiapan untuk merespons yang sifatnya positif 
atau negatif terhadap objek atau situasi (Kulsum 
& Jauhar, 2014). Sejalan dengan itu, Bachtiar, 
Setiawan & Sunarto (2003) juga menjelaskan 
bahwa persepsi berhubungan dengan perilaku 
seseorang. Oleh sebab itu, kepatuhan nelayan 
dalam mendukung pengelolaan perikanan yang 
berkelanjutan dapat dipengaruhi oleh sikap 
dan persepsinya terhadap upaya pengelolaan 
yang dilakukan (Nababan, Wiyono & Mustaruddin, 
2017). Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini 
bertujuan untuk menganalisis karakteristik sosial 
ekonomi nelayan pemanfaat rajungan di Kabupaten 
Demak dan menganalisis persepsi dan sikap 
nelayan dalam pengelolaan rajungan berkelanjutan. 
Hasil analisis diharapkan dapat menjadi bahan 
pertimbangan para pembuat kebijakan dalam 
rangka pengelolaan rajungan berkelanjutan di 
Indonesia.
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METODOLOGI
Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian dilakukan di Desa Betahwalang, 
Purworejo, dan Serangan, Kecamatan Bonang, 
Kabupaten Demak, pada bulan Juli 2020. Desa 
ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena wilayah 
ini sebagai salah satu pusat penangkapan dan 
pendaratan yang paling produktif diantara daerah 
yang lainnya, walaupun tidak ada pendataan 
berkala produksi perikanan rajungan. Bukti bahwa 
wilayah ini adalah sentra penangkapan rajungan 
yaitu di desa ini terdapat 522 nelayan rajungan 
(DKP Kabupaten Demak, 2020), dan terdapat 
tujuh bakul yang setiap harinya mengumpulkan 
hasil tangkapan nelayan dari berbagai perairan, 
mulai dari perairan Demak, Semarang, Kendal 
dan Jepara (Badiuzzaman et al., 2014). Secara 
administratif, lokasi penelitian ditunjukkan pada 
Gambar 1.
Jenis dan Metode Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif dan kuantitatif (mix method), sebagai 
metode utama adalah pendekatan kuantitatif, 
sedangkan pendekatan kualitatif digunakan 
sebagai metode penunjang. Metode analisis data 
yang digunakan yaitu analisis deskriptif, untuk 
mendapatkan gambaran mengenai karakteristik 
sosial ekonomi masyarakat pesisir pemanfaat 
rajungan di Kabupaten Demak secara terperinci. 
Gambar 1. Peta Wilayah Administrasi Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak
Figure 1. Map of the Administrative Region of Bonang District, Demak Regency
Sumber/Source: Bappeda Kabupaten Demak/Development Planning Agency at Sub-National
Level of Demak Regency (2018)
Jenis dan Metode Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif (mix method),
sebagai metode utama adalah pendekatan kuantitatif, sedangkan pendekatan kualitatif
digunakan sebagai metode penunjang. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis
deskriptif, untuk mendapatkan gambaran mengenai karakteristik sosial ekonomi masyarakat
pesisir pemanfaat rajungan di Kabupaten Demak secara terperinci. Deskripsi tersebut
kemudian dapat dijadikan landasan untuk merumuskan pengelolaan rajungan yang
berkelanjutan. Sukmadinata (2006) menyatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan
strategi umum yang dianut dalam pengumpulan dan analisis data yang diperlukan untuk
menjawab persoalan yang dihadapi. Pengumpulan data dilakukan dengan metode survei
dengan bantuan kuesioner terstruktur, wawancara mendalam untuk menggali isu dan
permasalahan pemanfaatan rajungan, observasi, dan studi literatur. Jenis data primer yang
dikumpulkan terkait umur, tingkat pendidikan, pengalaman usaha, jumlah pendapatan, pola
usaha penangkapan rajungan, dan persepsi tentang pengelolaan rajungan (sumber daya,
teknik penangkapan rajungan, pemasaran, konflik pemanfaatan rajungan, kebijakan eksisting,
dan usulan kebijakan pengelolaan rajungan), sedangkan data sekunder meliputi hasil
Lokasi Riset
Terpilih
Gambar 1. Peta Wilayah Administrasi Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.
Figure 1. Map of the Administrative Region of Bonang District, Demak Regency.
Sumber:Bappeda Kabupaten Demak/ Source:Development Planning Agency at Sub-National Level of Demak Regency (2018).
Deskripsi tersebut kemudian dapat dijadikan 
landasan untuk merumuskan pengelolaan 
rajungan yang berkelanjutan. Sukmadinata (2006) 
menyatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan 
strategi umum yang dianut dalam pengumpulan 
dan analisis data yang diperlukan untuk menjawab 
persoalan yang dihadapi. Pengumpulan data 
dilakukan dengan metode survei dengan bantuan 
kuesioner terstruktur, wawancara mendalam untuk 
menggali isu dan permasalahan pemanfaatan 
rajungan, observasi, dan studi literatur. Jenis 
data primer yang dikumpulkan terkait umur, 
tingkat pendidikan, pengalaman usaha, jumlah 
pendapatan, pola usaha penangkapan rajungan, 
dan persepsi tentang pengelolaan rajungan (sumber 
daya, teknik penangkapan rajungan, pemasaran, 
konflik pemanfaatan rajungan, kebijakan eksisting, 
dan usulan kebijakan pengelolaan rajungan), 
sedangkan data sekunder meliputi hasil penelitian 
terdahulu, jumlah produksi rajungan, volume dan 
nilai ekspor rajungan, serta jumlah tenaga kerja 
industri rajungan).
Teknik sampling yang digunakan yaitu 
purposive sampling. Menurut Sugiyono (2010) 
purposive sampling adalah teknik penentuan 
sampel dengan berbagai pertimbangan tertentu. 
Menurut Sekaran & Bougie (2017) pengambilan 
sampel dalam purposive sampling, terbatas hanya 
pada jenis orang tertentu yang dapat memberikan 
informasi yang diinginkan, baik karena mereka 
adalah satu-satunya pihak yang memilikinya 
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ataupun mereka yang memenuhi beberapa kriteria 
yang ditentukan oleh peneliti. Kabupaten Demak 
digunakan sebagai lokasi penelitian karena 
mewakili WPP 712 sebagai produsen terbesar di 
Indonesia (DJPT, 2020). Berdasarkan Nugroho 
(2020), ada 4 (empat) WPP sentra rajungan 
terbesar di Indonesia, yaitu WPP 517, 711, 
712, dan 713). Responden dalam penelitian ini 
adalah nelayan skala kecil dengan armada 
1-3 GT yang menggunakan alat tangkap 
gillnet, bubu, dan arad dengan populasi 
sebanyak 522 nelayan, sedangkan jumlah 
responden mengikuti sebaran nelayan 
yang ada di desa dengan persentase 27% dari 
populasi (Tabel 1).
Metode Analisis
Metode analisis yang digunakan 
adalah deskriptif kuantitatif. Analisis deskriptif 
merupakan analisis yang paling mendasar untuk 
menggambarkan keadaan data secara umum 
(Wiyono, 2001). Teori persepsi yang digunakan 
adalah teori atribusi yang sering dikenal adalah 
teori atribusi Kelly. Dasar teori atribusi adalah 
suatu proses mempersepsikan sifat-sifat dalam 
menghadapi situasi-situasi di lingkungan sekitar 
(Santoso, 2010). Teori atribusi mengkaji tentang 
kapan dan bagaimana orang akan mengajukan 
pertanyaan “mengapa” atau prinsip menentukan 
bagaimana atribusi kausal dibuat dan apa 
efeknya. Atribusi kausal pada intinya yaitu 
menjelaskan antara sebab akibat terhadap dua 
peristiwa. Sikap adalah kecenderungan berbuat 
atau bereaksi secara senang atau tidak senang 
terhadap orang-orang, objek atau situasi (Santoso, 
2010). Sikap mempunyai hubungan yang erat 
dengan kepentingan atau nilai yang dimilki individu 
dan sifatnya lebih laten dibanding dengan trait. 
Oleh karena itu, sikap berhubungan erat dengan 
bagaimana individu akan bertingkah laku sesuai 
dengan situasinya.
Tabel 1. Jumlah Responden di Kabupaten Demak Menurut Desa Terpilih,2020
Table 1. Number of Respondents in Selected Villages of Demak Regency, 2020.
Desa/Village
Jumlah Populasi Nelayan 








Betahwalang 478 123 87,8
Purworejo N/A 12 8,6
Serangan 44 5 3,6
Jumlah/Total 522 140 100
Sumber: *DKP Provinsi Jawa Tengah, 2019/Source: Marine and Fisheries Central Java Province Extension, 2019.
Analisis deskriptif dilakukan terhadap 
persepsi dan sikap, yang terdiri dari variabel-variabel 
berikut: kebijakan pengelolaan rajungan eksisting; 
teknik penangkapan; kelimpahan/keberadaan 
sumber daya rajungan; pemasaran rajungan; 
konflik pemanfaatan rajungan; dan usulan kebijakan 
pengelolaan rajungan ke depan. Variabel persepsi 
dan sikap nelayan terhadap teknik dan kriteria 
alat tangkap yang ramah lingkungan didasarkan 
pada kriteria menurut FAO (1995). Subekti (2010) 
menjelaskan jika pengelolaan sumber daya 
perikanan laut didasarkan pada prinsip CCRF, 
maka fungsi kelestarian sumber daya perikanan 
laut akan bisa tercapai dan kegiatan perikanan akan 
berkesinambungan. Variabel kedua terkait persepsi 
nelayan terhadap keberadaan/kelimpahan sumber 
daya berdasarkan pada penelitian-penelitian 
sebelumnya menganalisis beberapa atribut yang 
menjadi indikator keberlanjutan sumber daya 
ikan, seperti kondisi stok sumber daya ikan, laju/
tren produksi perikanan, ukuran ikan, dan nilai 
produksi/pendapatan penangkapan ikan (Alatas, 
Sondita, M, Purbayanto & Pane, 2014; Erwina, 
Kurnia & Yonvitner, 2015; Suryawati & Tajerin, 
2015). Persepsi nelayan terhadap keberadaan 
Sumber daya ikan akan sangat mempengaruhi 
strategi penangkapan yang dilakukan oleh nelayan, 
baik dari sisi jenis alat tangkap, waktu, tempat, 
dan target penangkapan. Oleh sebab itu, persepsi 
nelayan terhadap keberadaan sumber daya ikan 
dapat berpengaruh terhadap kepatuhan nelayan 
terhadap aturan dan kebijakan pengelolaan sumber 
daya perikanan berkelanjutan. Untuk variabel 
persepsi nelayan terhadap konflik penggunaan alat 
tangkap dan daerah penangkapan berdasarkan 
pada penelitian Karisma, Fatmariza, Fatimah, & 
Ikhsan (2018). 
Data yang diperoleh dari kuesioner adalah 
data ordinal yang mengukur tingkatan sikap 
nelayan terhadap pernyataan di kuesioner, maka 
nelayan memberikan jawaban setuju, netral, dan 
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tidak setuju. Semua data yang terkumpul kemudian 
diklasifikasikan menurut jenis jawaban nelayan. Hasil 
klasifikasi jawaban responden tersebut kemudian 
dihitung persentase jawaban berdasarkan bobot 
jawaban (setuju memiliki bobot 3, netral memiliki 
bobot 2, dan tidak setuju memiliki bobot 1). Hasil 
perkalian antara jumlah nelayan yang menjawab 
dikali dengan bobot jawaban dibagi dengan total 
responden nelayan, maka diperoleh persentase 
sikap nelayan terhadap pengelolaan rajungan. 
Menurut Risnita (2012), dalam skala likert terdapat 
dua bentuk pernyataan yaitu pernyataan positif 
yang berfungsi untuk mengukur sikap positif, dan 
pernyataan negatif yang berfungsi untuk mengukur 
sikap negatif. Berikut tabel skala pembobotan 
untuk menilai persepsi/sikap masyarakat. Untuk 
lebih jelas disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2. Skala Likert Pembobotan Sikap Nelayan, 
2020.
Table 2.  Likert Scale of Weighting Fisher’s Attitude, 
2020.





3. Tidak Setuju/Disagree 1
Sumber/Source: Sugiono 2010.
dengan Kecamatan Demak, sebelah selatan 
berbatasan dengan Kecamatan Karangtengah, 
serta sebelah barat berbatasan dengan Laut 
Jawa. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk 
Kecamatan Bonang pada tahun 2018 sebanyak 
103.256 orang, terdiri atas 51.854 laki-laki 
dan 51.402 perempuan (BPS Kabupaten Demak, 
2019). 
Dilihat dari jumlah responden, responden 
di Desa Betahwalang dan Purworejo didominasi 
oleh kelompok umur produktif yaitu 30-50 tahun, 
sedangkan di Desa Serangan didominasi oleh 
kelompok umur > 50 tahun. Gambar 2 menunjukkan 
bahwa seluruh responden nelayan termasuk dalam 
kategori usia produktif, yaitu usia ketika seseorang 
masih mampu bekerja dan menghasilkan sesuatu. 
Menurut Wardihan (2015), usia mempunyai 
hubungan terhadap responsibilitas seseorang 
terhadap penawaran tenaga kerjanya. Semakin 
meningkat umur seseorang semakin besar 
penawaran tenaga kerjanya, sedangkan selama 
masih dalam usia produktif, semakin tinggi usia 
seseorang semakin besar tanggung jawab yang 
harus ditanggung.
Berdasarkan tingkat pendidikannya, sebagian 
besar responden berpendidikan menengah (tamat 
SMP), yaitu sebesar 69 %. Tingkat pendidikan 
merupakan hal yang sangat penting dalam 
pengelolaan suatu usaha, baik pendidikan formal 
maupun non formal. Pendidikan juga sangat 
berpengaruh terhadap pola kehidupan pada setiap 
individu, baik cara berfikir, cara pengambilan 
keputusan dan cara bersikap (Triyanti, Shafitri, 
& Kurniawan, 2020). Tingkat pendidikan yang 
rendah menggambarkan tingkat pengetahuan 
Gambar 2. Jumlah Responden Nelayan Rajungan di Kabupaten Demak berdasarkan Kategori Umur, 
                  2020.
Figure 2. Number of Blue Swimming Crabs Fishers Respondents in Demak Regency by Age 
                 Category, 2020.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Sosial Ekonomi Responden
Kecamatan Bonang merupakan salah 
satu kecamatan di Kabupaten Demak. 
Sebelah utara wilayah ini berbatasan dengan 
Kecamatan Wedung, sebelah timur berbatasan 
HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Sosial Ekonomi Responden
Kecamatan Bonang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Demak.
S belah utara wilayah ini berbata an dengan Kecamatan Wedung, sebelah timur berbatasan
dengan Kecamatan Demak, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan K rangtengah,
serta sebelah barat berbatasan dengan Laut Jawa. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk
Kecamatan Bonang pada tahun 2018 sebanyak 103.256 orang, terdiri atas 51.854 laki-laki
dan 51.402 perempuan (BPS Kabupaten Demak, 2019).
Dilihat dari jumlah responden, responden di Desa Betahwalang dan Purworejo
didominasi oleh kelompok umur produktif yaitu 30-50 tahun, sedangkan di Desa Serangan
didominasi oleh kelompok umur > 50 tahun. Gambar 2 menunjukkan bahwa seluruh
responden nelayan termasuk dalam kategori usia produktif, yaitu usia ketika seseorang masih
mampu bekerja dan menghasilkan sesuatu1. Men rut Wardihan (2015), usia mempunyai
hubungan terhadap responsibilitas seseorang terhadap penawaran tenaga kerjanya.
Semakin meningkat umur seseorang semakin besar penawaran tenaga kerjanya, sedangkan
selama masih dalam usia produktif, semakin tinggi usia seseorang semakin besar tanggung
jawab ya harus ditanggung.
Gambar 2. Jumlah Responden Nelayan Rajungan di Kabupaten Demak berdasarkan
Kategori Umur, 2020/
Figure 2. Number of Blue Swimming Crabs Fishers Respondents in Demak Regency by
Age Category, 2020
Sumber/Source: Data primer diolah, 2020/Primary data processed, 2020
Berdasarkan tingkat pendidikannya, sebagian besar responden berpendidikan
menengah (tamat SMP), yaitu sebesar 69 %. Tingkat pendidikan merupakan hal yang sangat
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dan pemahaman terhadap suatu masalah yang 
dihadapi di lingkungan keluarga dan di tempat 
usaha masih sangat rendah. Tingkat pendidikan 
responden nelayan rajungan disajikan pada 
Gambar 3.
Kabupaten Demak merupakan salah satu 
daerah pesisir yang memiliki potensi perikanan 
yang potensial jika dibandingkan dengan daerah 
lain. Hasil produksi perikanan laut di Kabupaten 
Demak pada tahun 2018 tercatat mencapai 
2.436.601 ton dengan nilai Rp31.207.059.000 
(BPS Kabupaten Demak, 2019). Potensi perikanan 
laut yang ada di perairan Demak tersebut 
belum termasuk komoditas rajungan yang 
ditangkap oleh nelayan. Data rajungan hasil 
tangkapan nelayan tidak tercatat karena tidak 
didaratkan pada Tempat Pelelangan Ikan. 
Rajungan yang ditangkap nelayan didistribusikan 
ke pedagang perantara dan diolah menjadi 
produk perikanan ekspor, dan jarang dipasarkan 
di dalam negeri. Distribusi pemasaran yang 
panjang merupakan ciri khas dari pemasaran 
rajungan. Pengaruh pedagang perantara masih 
dominan dan menguasai mekanisme pasar 
dalam pemasaran rajungan. Permintaan produk 
rajungan yang tinggi menyebabkan nelayan 
melakukan penangkapan rajungan. Namun 
demikian, keadaan ini belum menjadikan nelayan 
sebagai pelaku pemasaran yang mempunyai 
marjin keuntungan terbesar. Hal ini disebabkan 
harga jual rajungan dikendalikan oleh mini plant 
(Agustina, Mudzakir, & Yulianto, 2014). Miniplant 
sebagai pengolah rajungan, menampung 
rajungan hasil tangkapan nelayan. Miniplant 
juga memberikan ‘ikatan’ kepada nelayan dalam 
bentuk modal operasional melaut maupun 
pinjaman dana sosial yang dibutuhkan oleh 
nelayan. Nelayan yang mempunyai ikatan dengan 
miniplant, memiliki kewajiban menjual rajungannya 
kepada miniplant tersebut dengan harga 
ditentukan oleh miniplant.  
Kondisi umum penangkapan rajungan 
di Kabupaten Demak merupakan nelayan skala 
kecil dengan ukuran kapal 1-3 GT (dominan 2 
GT). Nelayan berangkat melaut pagi hari dan 
kembali sore hari (one day fishing), dengan 
waktu tempuh ke fishing ground sekitar 1-4 jam. 
Responden nelayan rajungan memiliki 
pengalaman usaha berkisar 3 hingga 50 tahun, 
hal ini menunjukkan bahwa responden memiliki 
keterampilan yang mumpuni dalam usaha 
penangkapan rajungan. Jumlah pendapatan 
nelayan per trip sebesar Rp80.000 hingga 
Rp2.000.000, dengan hasil tangkapan per trip 
sebesar 1-25 kg.
Jenis alat tangkap yang digunakan untuk 
menangkap rajungan adalah gillnet, bubu, dan 
arad. Gillnet merupakan alat tangkap dominan 
untuk menangkap rajungan, dibanding bubu dan 
arad. Pengoperasian gillnet berada di pinggir 
pantai. Sebagian kecil nelayan jaring rajungan 
melakukan penangkapan di luar bibir pantai. Hal 
ini disebabkan hampir semua perahu nelayan 
yang menggunakan alat tangkap jaring rajungan 
menggunakan mesin berukuran kecil yaitu 1-16 PK. 
penting dalam pengelolaan suatu usaha, baik pendidikan formal maupun non formal.
Pendidikan juga sangat berpengaruh terhadap ola kehidup n pada setiap individu, baik c ra
berfikir, cara pengambilan keputusan dan cara bersikap (Triyanti, Shafitri, & Kurniawan, 2020).
Tingkat pendidikan yang rendah menggambarkan tingkat pengetahuan dan pemahaman
terhadap suatu masalah yang dihadapi di lingkungan keluarga dan di tempat usaha masih
sangat rendah. Tingkat pendidikan responden nelayan rajungan disajikan pada Gambar 3.
Gambar 3. Jumlah Responden Nelayan Rajungan di Kabupaten Demak berdasarkan
Tingkat Pendidikan 2020
Figure 3. Number of Blue Swimming Crabs Fishers Respondents in Demak Regency by
Level of Education 2020
Sumber/Source: Data primer diolah, 2020/Primary data processed, 2020
Kabupaten Demak merupakan salah satu daerah pesisir yang memiliki potensi
perikanan yang potensial jika dibandingkan dengan daerah lain. Hasil produksi perikanan laut
di Kabupaten Demak pada tahun 2018 tercatat mencapai 2.436.601 ton dengan nilai
Rp31.207.059.000 (BPS Kabupaten Demak, 2019). Potensi perikanan laut yang ada di
perairan Demak tersebut belum termasuk komoditas rajungan yang ditangkap oleh nelayan.
Data rajungan hasil tangkapan nelayan tidak tercatat karena tidak didaratkan pada Tempat
Pelelangan Ikan. Rajungan yang ditangkap nelayan didistribusikan ke pedagang perantara
dan diolah menjadi produk perikanan ekspor, dan jarang dipasarkan di dalam negeri.
Distribusi pemasaran yang panjang merupakan ciri khas dari pemasaran rajungan. Pengaruh
pedagang perantara masih dominan dan menguasai mekanisme pasar dalam pemasaran
rajungan. Permintaan produk rajungan yang tinggi menyebabkan nelayan melakukan
penangkapan rajungan. Namun demikian, keadaan ini belum menjadikan nelayan sebagai
pelaku pemasaran yang mempunyai marjin keuntungan terbesar. Hal ini disebabkan harga
jual rajungan dikendalikan oleh mini plant (Agustina, Mudzakir, & Yulianto, 2014). Miniplant
sebagai pengolah rajungan, menampung rajungan hasil tangkapan nelayan. Miniplant juga
Gambar 3. Jumlah Responden Nelayan Rajungan di Kabupaten Demak berdasarkan Tingkat 
  Pendidikan 2020.
Figure 3.    Number of Blue Swimming Crabs Fisher  Re pondents i  Demak Regency by Level of 
  Education 2020.
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Alat tangkap kedua yang digunakan 
oleh responden nelayan rajungan adalah bubu/
jebak. Bubu menghasilkan rajungan yang lebih 
berkualitas dibandingkan dengan alat tangkap 
lain, karena kemungkinan rajungan tertangkap 
dalam kondisi hidup lebih besar. Oleh karena 
itu harga rajungan hasil tangkapan bubu lebih 
mahal dibandingkan dengan yang lain. Setiap 
kali melakukan trip penangkapan, nelayan 
rata-rata mengoperasikan bubu sebanyak 350-450 
unit. Bubu yang digunakan yaitu bubu lipat, 
sehingga penggunaannya cukup efisien dan tidak 
menggunakan banyak tempat di dek perahu. Di 
dalam bubu ditambahkan umpan berupa ikan 
rucah. Namun saat ini penggunaan bubu sering 
menimbulkan konflik dengan nelayan gillnet karena 
seringkali tersangkut di jaring nelayan. 
Penggunaan alat tangkap yang ketiga adalah 
arad. Alat tangkap ini tergolong merusak lingkungan 
dan ekosistem perairan. Jaring arad (mini trawl) 
merupakan salah satu alat tangkap yang dilarang 
pemerintah karena meiliki selektivitas yang rendah 
dengan skor 1 yaitu menangkap ikan lebih dari 3 
spesies dengan ukuran yang berbeda jauh. Jaring 
arad dioperasikan dengan cara ditarik menyapu 
dasar perairan sehingga berbagai ikan dan biota 
lainnya ikut tertangkap (FAO, 1995; Subehi, Boesono 
& Dewi 2017). Selain rajungan, alat tangkap ini 
juga memperoleh hasil sampingan berupa mimi 
dan mintuno (Limulus sp.), kepiting laba-laba 
(Cretamaja granulate), udang putih (Penaeus 
marguensis), kerang darah (Anadara granosa) dan 
lain-lain. Selain itu kualitas daging rajungan hasil 
tangkapan arad juga berkurang. Rajungan hasil 
tangkapan arad mudah hancur dan busuk, karena 
rajungan terseret dan tertekan di dalam kantong 
jaring arad. Hal itu berakibat pada berkurangnya 
nilai ekonomis rajungan (Badiuzzaman et al., 2014). 
Meskipun demikian, adanya desakan ekonomi 
untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga nelayan, 
maka alat tangkap arad masih banyak digunakan 
oleh nelayan di Kabupaten Demak.
Persepsi Responden terhadap Pengelolaan 
Rajungan 
Schiffman & Kanuk (2000) mendefinisikan 
persepsi sebagai proses di mana individu memilih, 
mengelola, dan menginterpretasikan stimulus 
menjadi gambaran yang bermakna dan koheren. 
Persepsi dan perilaku merupakan dua aspek yang 
mempengaruhi gambaran diri seseorang. Persepsi 
merupakan pandangan atau konsep yang dimiliki 
seseorang mengenai sesuatu hal sedangkan 
perilaku adalah tindakan atau aspek dinamis yang 
muncul dari persepsi tersebut (Suryani, 2016). 
Persepsi masyarakat dipengaruhi oleh faktor 
internal dan eksternal. Faktor internal adalah nilai-
nilai dari dalam diri setiap individu yang diperoleh 
dengan hal-hal yang diterima dirinya. Adapun faktor 
internal yang memengaruhi persepsi seseorang 
diantaranya adalah motif, minat, harapan, sikap, 
pengetahuan, dan pengalaman, sedangkan faktor 
eksternal adalah nilai-nilai dari luar setiap diri individu 
yang dapat mempengaruhi persepsi misalnya objek 
dan situasi (Suryani, 2016). Persepsi responden 
nelayan penangkap rajungan dalam pengelolaan 
rajungan berkelanjutan dalam kajian ini, meliputi: 
(1) persepsi terhadap kebijakan pengelolaan 
rajungan eksisting; (2) teknik penangkapan; (3) 
sumber daya rajungan; (4) pemasaran rajungan; 
(5) konflik pemanfaatan rajungan; dan (6) usulan 
kebijakan pengelolaan rajungan ke depan.
Kebijakan Pengelolaan
Kebijakan pengelolaan rajungan yang 
berkelanjutan dapat dilakukan dengan mengurangi 
penangkapan secara destruktif sehingga 
memberikan kepastian usaha penangkapan 
secara berkelanjutan bagi nelayan. Kebijakan 
pengelolaan rajungan saat ini diatur dalam 
Permen KP No. 12/PermenKP/2020 tentang 
Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting 
(Scylla spp.) dan Rajungan (Portunus spp.) di 
Wilayah Negara Republik Indonesia. Pengaturan 
penangkapan rajungan menurut Permen KP No. 
12/PermenKP/2020 tersebut, harus memenuhi 
ketentuan bahwa rajungan tidak dalam kondisi 
bertelur yang terlihat pada abdomen luar dan 
ukuran lebar karapas diatas 10 (sepuluh) cm atau 
berat diatas 60 (enam puluh) gram per ekor, dan 
pengambilan Rajungan (Portunus spp.) harus 
dilakukan dengan menggunakan alat penangkapan 
ikan yang bersifat statis atau pasif. Menurut 
persepsi nelayan, kebijakan pengelolaan yang 
ditetapkan oleh pemerintah saat ini sudah tepat, 
karena rajungan dengan ukuran tersebut memiliki 
nilai ekonomi lebih tinggi daripada rajungan 
dengan ukuran < 10 (sepuluh) cm atau beratnya 
< 60 (enam puluh) gram per ekor, sehingga 
dapat meningkatkan pendapatan nelayan. Sikap 
responden nelayan penangkap rajungan terhadap 
kebijakan pengelolaan rajungan eksisting 
menyatakan setuju terhadap seluruh kebijakan 
yang ada (Gambar 4). Berkaitan dengan kebijakan 
pembatasan ukuran rajungan yang boleh ditangkap 
sebanyak 39,3% responden menyatakan netral. 
Namun, hasil observasi di lapangan menunjukkan 
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hasil tangkapan nelayan tidak mengikuti kebijakan 
penangkapan rajungan sesuai Peraturan Menteri 
KP No.12/PERMEN-KP/2020 tentang pengelolaan 
Lobster (Panulirus Spp.), Kepiting (Scylla Spp.), 
dan Rajungan (Portunus Spp.) di Wilayah Negara 
Republik Indonesia. Ukuran lebar karapas 
rajungan hasil tangkapan nelayan masih banyak 
yang berukuran < 10 (sepuluh) cm atau beratnya 
dibawah dari 60 (enam puluh) gram per ekor, selain 
itu juga masih banyak rajungan yang bertelur. 
Responden nelayan rajungan beranggapan jika 
terlanjur ditangkap maka rajungan sudah mati 
dan tidak mungkin dikembalikan ke laut lagi. Hal 
ini senada dengan penelitian Badiuzzaman et al. 
(2014) bahwa hasil tangkapan arad didominasi 
rajungan yang berusia muda yaitu berukuran 6,6 
– 7,1 cm dan belum layak tangkap. Walaupun 
nelayan menyatakan setuju dengan kebijakan 
pengelolaan rajungan eksisting, namun karena 
desakan kebutuhan ekonomi keluarga maka 
penggunaan alat tangkap arad tetap digunakan 
oleh sebagian besar nelayan. Hal ini karena hasil 
dari penggunaan arad itu lebih banyak, karena bisa 
menangkap lebih dari satu komoditas perikanan. 
Kondisi ini mengakibatkan terjadi degradasi stok 
rajungan. Salah satu nelayan bernama Mualim 
mengungkapkan:
“... masalahnya sekarang jaring dan 
bubu sering hilang, karena jaring arad dan 
jaring sodok makin marak digunakan orang-
orang. Mau ditegur gak enak, karena masih 
keluarga atau teman sendiri. Tinggalnya juga 
di desa yang sama. Ya mau gimana lagi, 
hubungannya dengan perut, kita tidak bisa 
larang…”
Teknik Penangkapan
Teknik penangkapan rajungan dalam 
Permen KP No. 12/PermenKP/2020 menyatakan 
bahwa penangkapan rajungan harus dilakukan 
dengan menggunakan alat penangkapan ikan 
yang bersifat statis atau pasif, contohnya alat 
tangkap bubu. Menurut persepsi nelayan, saat 
ini penggunaan bubu dilematis, dilihat dari 
besar kecilnya ukuran hasil tangkapan rajungan, 
penggunaan bubu dapat menangkap rajungan 
yang besar, namun saat ini penggunaan bubu 
dapat menimbulkan konflik dengan nelayan 
gillnet. Adanya konflik antar nelayan, mengakibatkan 
lokasi penangkapan harus berpindah-pindah 
dan di luar jalur penangkapan nelayan non bubu, 
sehingga akan menambah biaya operasional 
nelayan. Saat ini dikatakan oleh nelayan, 
musim penangkapan rajungan sulit diprediksi, 
sehingga banyak nelayan rajungan yang 
memiliki alat tangkap lain sebagai alternatif. 
Pada Gambar 5 sikap responden nelayan 
rajungan terhadap teknik penangkapan rajungan 
menyatakan setuju pada pernyataan rata-rata 
jumlah trip penangkapan rajungan per bulan 
relatif berbeda dalam satu tahun (70,7%), 
lokasi penangkapan rajungan dalam satu tahun 
berpindah-pindah (75%), dan penangkapan 
rajungan menggunakan alat tangkap jaring 
insang dan bubu (69,3%). Perbedaan trip 
penangkapan rajungan per bulan juga senada 
dengan penelitian Abidin, Bambang & Wijayanto, 
(2014) bahwa nelayan rajungan memiliki 
ketergantungan pada musim, musim yang 
ada yaitu musim hujan dan musim kemarau, 
dimana kedua musim itu mempengaruhi dalam 
Gambar 4. Sikap Responden Terhadap Kebijakan Pengelolaan Rajungan Eksisting 2020.
Figure 4. Respondents Attitude of Blue Swimming Crabs Policy Management Existing 2020.
Namun, hasil observasi di lapangan menunjukkan hasil tangkapan nelayan tidak mengikuti
kebijakan penangkapan rajungan sesuai Peraturan Menteri KP No.12/PERMEN-KP/2020
tentang pengelolaan Lobster (Panulirus Spp.), Kepiting (Scylla Spp.), dan Rajungan
(Portunus Spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia. Ukuran lebar karapas rajungan hasil
tangkapan nelayan masih banyak yang berukuran < 10 (sepuluh) cm atau beratnya dibawah
dari 60 (enam puluh) gram per ekor, selain itu juga masih banyak rajungan yang bertelur.
Responden nelayan rajungan beranggapan jika terlanjur ditangkap maka rajungan sudah
mati dan tidak mungkin dikembalikan ke laut lagi. Hal ini senada dengan penelitian
Badiuzzaman et al. (2014) bahwa hasil tangkapan arad didominasi rajungan yang berusia
muda yaitu berukuran 6,6 – 7,1 cm dan belum layak tangkap. Walaupun nelayan menyatakan
setuju dengan kebijakan pengelolaan rajungan eksisting, namun karena desakan kebutuhan
ekonomi keluarga maka penggunaan alat tangkap arad tetap digunakan oleh sebagian besar
nelayan. Hal ini karena hasil dari penggunaan arad itu lebih banyak, karena bisa menangkap
lebih dari satu komoditas perikanan. Kondisi ini mengakibatkan terjadi degradasi stok
rajungan. Salah satu nelayan bernama Mualim mengungkapkan:
“... masalahnya sekarang jaring dan bubu sering hilang, karena jaring arad dan jaring
sodok makin marak digunakan orang-orang. Mau ditegur gak enak, karena masih keluarga
atau teman sendiri. Tinggalnya juga di desa yang sama. Ya mau gimana lagi, hubungannya
dengan perut, kita tidak bisa larang…”
Gambar 4. Sikap Responden terhadap Kebijakan Pengelolaan
Rajungan Eksisting 2020
Figure 4. Respondents Attitude of Blue Swimming Crabs Policy Management Existing
2020
Sumber/Source: Data primer diolah, 2020/Primary d ta processed, 2020
Teknik Penangkapan
Teknik penangkapan r jungan d lam Permen KP No. 12/PermenKP/2020
menyatakan bahwa penangkapan rajungan harus dilakukan dengan menggunakan alat
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jumlah hasil tangkapan yang mereka dapatkan. 
Pada musim kemarau hasil tangkapan yang 
didapatkan relatif lebih banyak daripada 
pada musim hujan, karena pada saat musim 
hujan bahkan nelayan tidak dapat melaut 
karena gelombang laut yang cukup tinggi. 
Lokasi penangkapan rajungan dalam satu tahun 
berpindah-pindah juga senada dengan penelitian 
Abidin et al. (2014) yaitu semakin lama jarak 
tempuh nelayan menuju ke fishing ground juga 
semakin jauh dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan 
karena ketersediaan rajungan pada area 
yang dekat dengan fishing base semakin 
berkurang, sehingga nelayan harus menempuh 
jarak yang lebih jauh untuk mendapatkan hasil 
yang maksimal dalam satu trip penangkapan. 
Penangkapan rajungan menggunakan alat 
tangkap jaring insang dan bubu senada dengan 
data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 
Demak (2019) yang menunjukkan bahwa jumlah 
alat tangkap rajungan jaring insang, bubu dan arad 
masing-masing sebanyak 246, 204 dan 50 unit).
Sumber Daya Rajungan
Hasil tangkapan Sumber daya rajungan 
menurut nelayan saat ini mengalami penurunan 
dibandingkan sepuluh tahun sebelumnya. Sekitar 
tahun 1990-an nelayan dapat memperoleh 30-50 
kg, saat ini hanya sekitar 10 kg per trip, bahkan 
hanya 4-5 kg per trip. Penyebabnya menurut 
nelayan adalah penggunaan alat tangkap yang 
merusak lingkungan, seperti jaring arad. Sikap 
responden nelayan rajungan terhadap sumber daya 
rajungan didominasi oleh jawaban tidak setuju 
terkait pencatatan hasil tangkapan rajungan baik 
oleh enumerator (52,9%) maupun oleh nelayan 
(85%), penanganan hasil tangkapan rajungan 
oleh nelayan sudah bagus (52,1%), sumber daya 
rajungan banyak dijumpai di wilayah pesisir pantai 
(58,6%), rata-rata hasil tangkapan lebih banyak 
dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (70,7%), 
ukuran rajungan yang tertangkap cenderung 
lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya 
(81,4%), dan sumber daya rajungan di alam masih 
melimpah (61,4%) (Gambar 6). Berdasarkan 
persepsi responden tersebut terlihat bahwa 
nelayan penangkap rajungan sepenuhnya 
sadar terhadap fenomena penurunan produksi, 
ukuran dan kualitas rajungan di wilayahnya, 
namun karena adanya desakan ekonomi kebutuhan 
rumah tangga, maka hal tersebut sering diabaikan 
oleh nelayan. 
Gambar 5. Sikap Responden terhadap Teknik Penangkapan Rajungan,2020.
Figure 5. Respondents Attitude of Blue Swimming Crabs Catch Technique, 2020.
Sumber/Source: Data primer diolah, 2020/Primary data processed, 2020
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Penurunan produksi, ukuran dan kualitas 
rajungan yang tertangkap tersebut selain karena 
belum adanya upaya pengelolaan yang optimal, 
juga karena proses penangkapan rajungan tidak 
terkendali. Melihat cara nelayan melakukan 
operasi penangkapan rajungan secara terus-
menerus sepanjang tahun, tanpa disertai upaya 
pengelolaan yang baik, maka dapat mengakibatkan 
berkurangnya hasil tangkapan rajungan baik dari 
segi kualitas maupun kuantitas. Mungkin dalam 
beberapa tahun ke depan stok rajungan di perairan 
Demak akan terus menurun (Abidin et al., 2014). 
Sikap responden nelayan rajungan terhadap 
sumber daya rajungan yang menyatakan setuju pada 
pernyataan pencatatan hasil tangkapan rajungan 
saat ini dilakukan oleh pedagang pengumpul 
rajungan (88,6%) senada dengan penelitian 
Agustina et al., (2014). Pedagang pengumpul 
adalah pihak yang membeli rajungan langsung 
dari produsen (nelayan). Penjualan rajungan tidak 
melalui Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sehingga 
hasil tangkapan nelayan dijual melalui pedagang 
pengumpul. Masing-masing pedagang pengumpul 
mempunyai nelayan mitra yang menjualkan hasil 
tangkapan. Pencatatan hasil tangkapan rajungan 
berfungsi untuk mengetahui data stok sumber daya 
rajungan yang ada di perairan Demak, sehingga 
berguna untuk penyusunan kebijakan pengelolaan 
rajungan. Menurut Kunsook, Gajaseni & Paphavasit.
(2014); Afzaal et al., (2016); Hamid, Wardiatno, 
Lumbanbatu & Riani (2016), stock assessment 
berguna untuk menyusun strategi pengelolaan 
rajungan.
Pemasaran Rajungan
Pemasaran rajungan di Kabupaten Demak 
dilakukan dari nelayan kepada pedagang pengepul. 
Pedagang pengepul yang memiliki ikatan patron 
klien dengan nelayan, sudah menunggu di dermaga 
pendaratan ikan, selain itu juga nelayan memiliki 
ikatan patron klien dengan miniplant di desa atau 
luar desa. Menurut nelayan, miniplant menerima 
seluruh tangkapan rajungan, tanpa membedakan 
ukuran baik ukuran karapas < 10 cm atau > 10 
cm, sehingga banyak membantu nelayan dalam 
pemasaran rajungan. Sikap responden terhadap 
pemasaran rajungan (Gambar 7) menggambarkan 
bahwa seluruh responden nelayan rajungan 
setuju terhadap pernyataan (1) nelayan rajungan 
bebas menjual hasil tangkapan kepada pengepul 
Gambar 6. Sikap Responden terhadap Sumber Daya Rajungan, 2020
Figure 6. Respondents Attitude of Blue Swimming Crabs Resources, 2020
Penurunan produksi, ukuran dan kualitas rajungan yang tertangkap tersebut selain
karena belum adanya upaya pengelolaan yang optimal, juga karena proses penangkapan
rajungan tidak terkendali. Melihat cara nelayan melakukan operasi penangkapan rajungan
secara terus-menerus sepanjang tahun, tanpa disertai upaya pengelolaan yang baik, maka
dapat mengakibatkan berkurangnya hasil tangkapan rajungan baik dari segi kualitas maupun
kuantitas. Jika hal ini terus dibiarkan bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun ke depan
stok rajungan di perairan Demak akan terus menurun (Abidin et al., 2014).
Sikap responden nelayan rajungan terhadap sumber daya rajungan yang
menyatakan setuju pada pernyataan pencatatan hasil tangkapan rajungan saat ini dilakukan
oleh pedagang pengumpul rajungan (88,6%) senada dengan penelitian Agustina et al.,
(2014). Pedagang pengumpul adalah pihak yang membeli rajungan langsung dari produsen
(nelayan). Penjualan rajungan tidak melalui Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sehingga hasil
tangkapan nelayan dijual melalui pedagang pengumpul. Masing-masing pedagang
pengumpul mempunyai nelayan mitra yang menjualkan hasil tangkapan. Pencatatan hasil
tangkapan rajungan berfungsi untuk mengetahui data stok sumber daya rajungan yang ada di
perairan Demak, sehingga berguna untuk penyusunan kebijakan pengelolaan rajungan.
Menurut Kunsook, Gajaseni & Paphavasit.(2014); Afzaal et al., (2016); Hamid, Wardiatno,
Lumbanbatu & Riani (2016), stock assessment berguna untuk menyusun strategi
pengelolaan rajungan.
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yang memberikan nilai tertinggi (65,7%), 
Kenyataan di lapangan menunjukkan nelayan 
menjual rajungan kepada pedagang pengumpul 
yang menjadi mitranya; (2) jumlah pengepul atau 
miniplant yang membeli rajungan lebih dari satu 
(91,4%), hal senada sesuai dengan penelitian 
dari Badiuzzaman et al., (2014) yang menyatakan 
bahwa jumlah bakul di Kecamatan Bonang > 7 
orang; (3) dalam satu tahun terakhir, rajungan 
dijual pada pedagang atau miniplant yang sama 
(52,1%) karena adanya ikatan patron-klien antara 
nelayan dengan pedagang pengumpul; (4) usaha 
penangkapan rajungan lebih menguntungkan 
dibandingkan dengan usaha penangkapan 
komoditas perikanan lain (96,4%), karena rajungan 
merupakan komoditas ekspor yang harganya 
mencapai 21,47 USD per Kg. Namun adanya 
pandemik covid menyebabkan harga rajungan 
turun hingga Rp25.000-35.000 per kg; (5) proporsi 
hasil tangkapan berkualitas baik relatif lebih banyak 
dibandingkan kualitas kurang baik (91,4%). Akan 
tetapi, hal ini berbeda dengan hasil observasi 
dilapangan yang menunjukkan bahwa kualitas 
hasil tangkapan yang menggunakan alat tangkap 
bubu lipat lebih baik daripada hasil tangkapan 
menggunakan alat tangkap gillnet dan arad. 
Rajungan yang tertangkap dengan alat tangkap 
arad dan gillnet dalam keadaan mati dan bahkan 
bagian tubuh rajungan sudah ada yang rusak. 
Kualitas rajungan yang mati atau bagian tubuhnya 
sudah tidak utuh lagi (root) diberikan harga 
yang lebih murah jika dibandingkan dengan 
rajungan yang masih hidup dan bagian tubuhnya 
masih lengkap; (6) kualitas hasil tangkapan 
rajungan telah memenuhi standar miniplant/
pabrik pengolahan (81,4%). Mini plant merupakan 
lembaga pemasaran yang aktif membeli rajungan 
matang (yang telah dikukus) dari pedagang 
pengumpul untuk dijual kepada perusahaan 
eksportir dalam bentuk rajungan yang telah 
dikupas dari cangkangnya (berupa daging), 
bentuk daging rajungan yang diterima miniplant 
saat ini adalah harga root tidak dipisah 
per bagian; dan (7) harga jual rajungan yang 
diterima nelayan telah memberikan keuntungan 
(55%) dibandingkan harga jual komoditas 
perikanan lainnya. Hal ini karena rajungan 
merupakan produk ekspor. Secara lengkap 
persepsi nelayan rajungan terhadap pemasaran 
rajungan seperti pada Gambar 7.
Gambar 7. Sikap Responden Terhadap Pemasaran Rajungan, 2020.
Figure 7. Respondents Attitude of Blue Swimming Crabs Marketing, 2020.
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Figure 7. Respondents Attitude of Blue Swi ming Crabs Marketing, 2020.
Sumber/Source: Data primer diolah, 2020/Primary data processed, 2020.
Konflik Pemanfaatan Rajungan
Fenomena konflik yang terjadi pada nelayan rajungan terkait dengan pemanfaatan
rajungan menunjukkan bahwa dalam 10 tahun terakhir, pernah terjadi konflik nelayan
dengan nelayan terkait usaha penangkapan rajungan (72,1%) dan tidak pernah terjadi
konflik nelayan dengan pemerintah terkait usaha penangkapan rajungan (77,91%). Daerah
penangkapan antara bubu dan arad relatif sama. Konflik penggunaan alat tangkap ini juga
disebut konflik perebutan wilayah (Indrawasih & Wahyono, 2009). Permasalahan di laut yang
terjadi akhir-akhir ini, bahkan antar kabupaten misalnya dengan Jepara, Pemda Kabupaten
Demak tidak bisa berbuat banyak dalam menangani konflik tersebut. Saat ini wewenang
pengawasan ada di provinsi, sehingga mengurangi peran pengawasan perikanan Pemerintah
Kabupaten Demak. Kabupaten Demak tidak bisa berbuat apa-apa untuk menangani
pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya perikanan di laut. Peran pengawasan
Kabupaten Demak hanya bisa dilakukan di wilayah darat, seperti pernyataan dari informan
bernama MS dari DKP Kabupaten Demak berikut:
“.… adanya UU Nomor 23 Tahun 2014 menyebabkan kewenangan pengawasan di
laut hanya bisa dilakukan oleh provinsi, kewenangan kabupaten hanya pemberdayaan
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Konflik Pemanfaatan Rajungan
Fenomena konflik yang terjadi pada nelayan 
rajungan terkait dengan pemanfaatan rajungan 
menunjukkan bahwa dalam 10 tahun terakhir 
(Gambar 8), pernah terjadi konflik nelayan dengan 
nelayan terkait usaha penangkapan rajungan 
(72,1%) dan tidak pernah terjadi konflik nelayan 
dengan pemerintah terkait usaha penangkapan 
rajungan (77,91%). Daerah penangkapan antara 
bubu dan arad relatif sama. Konflik penggunaan alat 
tangkap ini juga disebut konflik perebutan wilayah 
(Indrawasih & Wahyono, 2009). Permasalahan 
di laut yang terjadi akhir-akhir ini, bahkan antar 
kabupaten misalnya dengan Jepara, Pemda 
Kabupaten Demak tidak bisa berbuat banyak dalam 
menangani konflik tersebut. Saat ini wewenang 
pengawasan ada di provinsi, sehingga mengurangi 
peran pengawasan perikanan Pemerintah 
Kabupaten Demak. Kabupaten Demak tidak bisa 
berbuat apa-apa untuk menangani pelanggaran 
dalam pemanfaatan sumber daya perikanan di laut. 
Peran pengawasan Kabupaten Demak hanya bisa 
dilakukan di wilayah darat, seperti pernyataan dari 
informan bernama MS dari DKP Kabupaten Demak 
berikut:
“.… adanya UU Nomor 23 Tahun 2014 
menyebabkan kewenangan pengawasan 
di laut hanya bisa dilakukan oleh provinsi, 
kewenangan kabupaten hanya pemberdayaan 
nelayan, jadi kalau ada pertengkaran bahkan 
konflik antar nelayan, kabupaten tidak bisa 
menyelesaikan….” 
Permasalahan utama yang dihadapi oleh 
nelayan jaring rajungan yaitu penggunaan jaring arad 
dan jaring cotok oleh nelayan Desa Betahwalang 
dan Desa Tambakpolo, yang dilakukan di wilayah 
penangkapan nelayan jaring rajungan dan bubu. 
Kondisi hilangnya jaring maupun alat tangkap 
bubu nelayan disebabkan karena pengoperasian 
alat tangkap tersebut. Pengoperasian jaring arad 
dan cotok menyerupai trawl. Arad/cotok adalah 
jaring berbentuk kantong yang menggunakan 
alat sepasang pembuka mulut (board) yang 
ditarik nelayan yang beroperasi di perikanan 
pantai, perahu bermotor. Jaring udang tersebut 
biasa yang mengakibatkan hasil tangkapan ikan 
dioperasikan di perairan di jalur penangkapan I 
pada kedalaman 6 - 10 meter dengan jarak 2-3 mil 
dari daratan (Indrawasih & Wahyono, 2009). Konflik 
penggunaan alat tangkap sehingga mengakibatkan 
perebutan wilayah ini sulit untuk dicarikan 
solusinya disebabkan adanya rasa ‘tidak enak’ 
nelayan jaring dan bubu untuk menegur kepada 
nelayan jaring arad dan cotok (kutipan wawancara 
seperti yang diungkapkan oleh Pak Mualim). 
Nelayan tersebut terkadang masih memiliki 
hubungan kekeluargaan maupun pertemanan 
karena berada pada wilayah desa yang sama. 
Solusi yang diperlukan untuk mengatasi 
permasalahan tersebut adalah dengan membagi 
wilayah atau jalur penangkapan. Nelayan jaring 
dan bubu berada pada wilayah 3 mil, sedangkan 
nelayan jaring arad dan cotok pada wilayah diatas 
3 mil. Hasil wawancara terkait persepsi responden 
terhadap konflik pemanfaatan rajungan secara 
lengkap disajikan pada Gambar 8.
Usulan Kebijakan Pengelolaan Rajungan
Kebijakan pengelolaan rajungan yang 
saat ini diatur dalam Permen KP No. 12/
PermenKP/2020 menurut nelayan sudah tepat, 
meskipun implementasinya belum terlihat di 
lapangan. Dampak dari kebijakan eksisting 
tersebut belum signifikan terhadap pendapatan 
nelayan, jadi kalau ada pertengkaran bahkan konflik antar nelayan, kabupaten tidak bisa
menyelesaikan….”
Permasalahan utama yang dihadapi oleh nelayan jaring rajungan yaitu penggunaan
jaring arad dan jaring cotok oleh nelayan Desa Betahwalang d n Desa Tambakpolo, yang
dilakukan di wilayah penangkapan nelayan jaring rajungan dan bubu. Kondisi hil ngn a jaring
maupun alat tangkap bubu nelayan disebabkan karena pengoperasian alat tangkap t rsebut.
Pengoperasian jaring arad dan cotok menyerupai trawl. Arad/cotok ad lah jari berbentuk
kantong yang menggunakan alat sepasang pembuka mulut (bo rd) yang ditarik nelayan yang
beroperasi di perikanan pantai, perahu bermotor. Jaring udang tersebut biasa yang
mengakibatkan hasil tangkapan ikan dioperasikan di perair di jal r pena gkapan I pada
kedalaman 6 - 10 meter dengan jarak 2-3 mil dari daratan (I draw sih & W hyono, 2009).
Konflik penggunaan alat tangkap sehingga mengakibatkan perebutan wilayah ini sulit untuk
dicarikan solusinya disebabkan adanya rasa ‘tidak enak’ nelayan jaring dan bubu untuk
menegur kepada nelayan jaring arad dan cotok (kutipan wawancara seperti yang
diungkapkan oleh Pak Mualim). Nelayan tersebut terkadang masih memiliki hubungan
kekeluargaan maupun pertemanan karena berada pada wilayah desa yang sama. Solusi
yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan membagi wilayah
atau jalur penangkapan. Nelayan jaring dan bubu berada pada wilayah 3 mil, sedangkan
nelayan jaring arad dan cotok pada wilayah diatas 3 mil. Hasil wawancara terkait persepsi
responden terhadap konflik pemanf at n rajungan secara lengkap disajikan pada Gambar 8.
Gambar 8. Sikap Responden terhadap Konflik Pemanfaatan Rajungan, 2020.
Figure 8. Respondents Attitude of Blue Swimming Crabs Utilization Conflict, 2020.
Sumber/Source: Data primer diolah, 2020/Primary data processed, 2020.
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Figure 8. Respondents Attitude of l e i ing Crabs Utilization Conflict, 2020.
Sumber/Source: Data primer diolah, 2020/Primary data processed, 2020.
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nelayan. Adanya penurunan ukuran dan hasil 
tangkapan rajungan di Kabupaten Demak, serta 
konflik penggunaan alat tangkap arad dan bubu, 
mengakibatkan penurunan pendapatan nelayan, 
sehingga diperlukan kebijakan pengelolaan  untuk 
mengantisipasi hal tersebut. Kebijakan yang 
ditawarkan kepada nelayan adalah kebijakan open 
closed season penangkapan rajungan meliputi 
larangan penangkapan pada waktu dan lokasi 
tertentu, juga kebijakan pembatasan terhadap kuota 
tangkapan, jenis dan jumlah alat tangkap yang 
dimiliki tiap armada penangkapan. Sikap responden 
nelayan  rajungan terhadap usulan kebijakan 
pengelolaan rajungan berkelanjutan  Gambar 9) 
pada prinsipnya nelayan tidak setuju terhadap 
kebijakan yang ditawarkan terkait larangan 
penangkapan rajungan kombinasi waktu dan lokasi 
tertentu (71,4%), larangan penangkapan rajungan 
pada waktu tertentu/ losed season (91,4%), 
pembatasan terhadap jumlah hasil tangkapan 
rajungan/kuota (94,3%), pembatasan terhadap 
jumlah kapal yang beroperasi (92,1%), pembatasan 
terhadap jumlah alat tangkap per kapal (87,1%), 
dan kelanjutan kebijakan pembatasan ukuran 
rajungan (39,3%). Tidak setujunya nelayan karena 
usulan kebijakan yang ditawarkan mengancam 
sumber pendapatan nelayan, sehingga sulit 
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Usulan 
kebijakan ini harus didukung oleh Pemerintah 
Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk 
memberikan mata pencaharian alternatif saat 
kebijakan diterapkan dan memberikan sosialisasi 
terus menerus terkait penggunaan diversifikasi 
penggunaan alat tangkap selain bubu dan gillnet. 
Umumnya di Kabupaten Demak tidak memiliki 
pekerjaan sampingan, hanya 7,9% yang memiliki 
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Hasil penelitian Nitiratsuwan & Juntarashote 
(2004) menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan 
rajungan berkelanjutan harus memperhatikan 
batas ukuran mata jaring, ukuran kepiting 
yang akan ditangkap, jumlah alat tangkap tiap 
individu nelayan, dan penutupan musiman 
dan kawasan. Namun, semua tindakan harus 
didasarkan pada biologi perikanan rajungan dan 
mata pencaharian rumah tangga perikanan 
skala kecil. Lebih lanjut, Johnston Harris, 
Caputi & Thomson, (2011) menunjukkan bahwa 
keberhasilan kebijakan closed season rajungan 
di Australia selama tiga tahun dipengaruhi oleh 
kondisi biologi perairan karena distribusi alami 
rajungan cenderung ekstrim. Johnston et al., 
(2021) merinci kondisi lingkungan perairan 
yang berpengaruh terhadap keberhasilan 
pemanfaatan rajungan berkelanjutan seperti suhu, 
kecepatan angin, kedalaman, iluminasi bulan, dan 
curah hujan.
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lokasi tertentu (71,4%), larangan penangkapan rajungan pad waktu tertentu/closed season
(91,4%), pembatasan terhadap jumlah hasil tangkapan rajungan/kuota (94,3%), pembatasan
terhadap jumlah kapal yang beroperasi (92,1%), pembatasan terhadap jumlah alat tangkap
per kapal (87,1%), dan kelanjutan kebijakan pembatasan ukuran rajungan (39,3%). Tidak
setujunya nelayan karena usulan kebijakan yang ditawarkan mengancam sumber
pendapatan nelayan, sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Usulan kebijakan
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petani.
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Management, 2020.
Sumber/Source: Data primer diolah, 2020/Primary data processed, 2020.
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adalah memperhatikan karakteristik sumber 
daya perikanan dan perairan. Kebijakan OCS ini 
memberikan dampak yang signifikan terhadap 
peningkatan jumlah tangkapan ikan target dan 
non target yang bernilai ekonomis tinggi, 
peningkatan pendapatan nelayan karena ikan 
yang dijual lebih berkualitas, namun menurunkan 
pendapatan pengolah hasil perikanan (UPI) 
dan tidak ada alternatif pendapatan nelayan saat 
closed season, sehingga penerapan kebijakan 
 OCS harus memperhatikan dampak bagi seluruh 
pelaku usaha bisnis dari hulu hingga hilir dan 
dukungan penuh dari seluruh pelaku usaha tersebut 
(Rola et al., 2018; Brillio et al, 2016; Chimba & 
Musuka, 2014)
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN
Kesimpulan
Nelayan rajungan di lokasi penelitian 
umumnya dalam usia produktif, memiliki tingkat 
pendidikan menengah (tamat SMP), dan memiliki 
pengalaman usaha yang cukup lama. Mereka 
umumnya nelayan kecil, dengan alat tangkap 
gillnet, bubu, dan arad. 
Persepsi responden nelayan penangkap 
rajungan dalam pengelolaan rajungan berkelanjutan 
sebesar 39-66% nelayan menyatakan bahwa 
kebijakan pengelolaan rajungan berdasarkan 
Permen KP No. 12/PermenKP/2020 sudah 
tepat, baik pengaturan ukuran maupun teknik 
penangkapan, untuk mengembalikan kondisi 
sumber daya rajungan yang menurun. Meskipun 
dampak dari kebijakan eksisting tersebut belum 
signifikan terhadap pendapatan nelayan. Persepsi 
nelayan terhadap pemasaran rajungan kepada 
pedagang pengepul dan minipant menyatakan 
bahwa saat ini sudah tepat dengan menerima 
hasil tangkapan tanpa melihat ukuran karapas 
yang dinyatakan oleh 52-66% nelayan. Persepsi 
nelayan terhadap konflik pemanfaatan rajungan 
dan perebutan wilayah menyatakan bahwa konflik 
penggunaan alat tangkap arad/cotok dengan 
bubu sering terjadi sebanyak 72% nelayan. 
Kebijakan yang ditawarkan kepada nelayan untuk 
mengatasi permasalahan penangkapan rajungan 
adalah kebijakan open closed season terkait 
larangan penangkapan pada waktu dan lokasi 
tertentu, juga kebijakan pembatasan terhadap kuota 
tangkapan, jenis dan jumlah alat tangkap yang 
dimiliki tiap armada penangkapan. Sikap nelayan 
terhadap usulan kebijakan pengelolaan rajungan 
ke depan, menyatakan setuju (61%) terhadap 
kebijakan open closed season berdasarkan lokasi 
penangkapan dengan beberapa kompensasi 
saat kebijakan diterapkan. Persepsi nelayan 
dapat digunakan sebagai dasar penentuan 
kebijakan pengelolaan rajungan yang bersifat 
bottom up, sesuai dengan aspirasi nelayan. 
Kebijakan ini harus disusun bersama antara 
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan 
seluruh pelaku usaha pemanfaat rajungan di 
Indonesia. 
Pola penangkapan rajungan yang tidak 
terkendali dan berlangsung lama menggunakan 
alat tangkap tidak ramah lingkungan dan kebijakan 
pembatasan ukuran minimum rajungan yang boleh 
ditangkap yang tidak dipatuhi mengakibatkan 
penurunan kuantitas dan kualitas rajungan, 
sehingga perlu diperbaiki agar populasi rajungan 
tetap terjaga. Pelanggaran aturan oleh nelayan 
penangkap rajungan dilakukan karena desakan 
kebutuhan ekonomi, pedagang membeli ukuran 
rajungan berukuran kecil, law inforcement, dan 
kurangnya pengawasan dan penegakan hukum. 
Pengelolaan sumber daya rajungan yang 
memperhatikan karakteristik siklus hidup rajungan 
dan memperhatikan karakteristik sosial ekonomi 
nelayan penangkap rajungan dapat menjadi dasar 
pertimbangan dalam pengelolaan sumber daya 
rajungan. Implementasi teknis dalam pengelolaan 
rajungan saat ini masih terus diupayakan terkait 
dengan mekanisme pengelolaan sumber daya 
rajungan yang optimal termasuk didalamnya adalah 
memperhatikan karakteristik sosial ekonomi pelaku 
pemanfaat sumber daya rajungan. 
Rekomendasi Kebijakan
Kebijakan pengelolaan sumber daya 
rajungan di tingkat lokal berbasis masyarakat 
diterapkan dengan memperhatikan permasalahan 
yang ada di lokasi. Untuk mengatasi konflik antara 
nelayan arad/cotok dan bubu dapat di tetapkan 
pengaturan wilayah penangkapan yang tidak 
mengganggu alur penangkapan kedua alat tangkap 
tersebut. Selain itu, untuk mengatasi degradasi 
sumber daya rajungan perlu dilakukan pengawasan 
dan law enforcement terhadap penggunaan alat 
tangkap yang merusak lingkungan (arad/cotok), 
dengan memberikan alternatif alat tangkap 
dan pelatihan penggunaan alat tangkap baru 
tersebut, selain itu untuk pedagang pengepul dan 
miniplant agar tidak membeli rajungan berukuran 
kecil (ukuran karapas kurang dari 10 cm) agar 
nilai ekonomis rajungan meningkat dan nelayan 
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tidak menggunakan alat tangkap yang merusak 
lingkungan.
Kebijakan pengelolaan di tingkat nasional 
antara lain: perlu adanya kesesuaian kuota 
penangkapan yang ditetapkan, dokumen penetapan 
sebagai nelayan kecil yang diizinkan menangkap 
rajungan, jenis rajungan yang diperbolehkan untuk 
ditangkap, kesesuaian ukuran dan berat rajungan 
yang diperbolehkan untuk ditangkap, kesesuaian 
alat penangkapan ikan yang digunakan, kesesuaian 
lokasi penangkapan, kontrol terhadap musim dan 
daerah penangkapan, larangan dan sanksi serta 
mata pencaharian alternatif bagi masyarakat pesisir 
dalam penerapan kebijakan pengelolaan rajungan 
yang berkelanjutan.
Strategi pengelolaan rajungan di Indonesia 
yang perlu dilakukan, antara lain: (1) Pelarangan 
penggunaan alat tangkap yang tidak selektif 
terhadap juvenile rajungan (fishing gear restricted), 
misalnya arad dengan ukuran mata jaring<4 
inchi atau alat tangkap lainnya yang dominan 
menangkap juvenile rajungan, (2) Penetapan 
aturan penutupan musim penangkapan pada 
musim puncak kelimpahan juvenile rajungan 
(seasonal closures) secara partisipatif bersama 
dengan nelayan rajungan, dan (3) Pembatasan 
kegiatan penangkapan rajungan, misalnya dengan 
pengaturan lokasi penangkapan rajungan dengan 
kontrol terhadap daerah penangkapan melalui 
sistem buka tutup (open closed areas). 
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